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PENETAPAN

Nomor 1161/Pdt.G/2024/PA.Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAMBI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ... yang diajukan oleh: 

PENGGUGAT, Tempat  Tgl  Lahir xxxxx,  21  Maret  1988,  umur  36 tahun,

NIK:1504076103880001,  agama  Islam,  pendidikan  Sekolah

Lanjutan  Tingkat  Pertama,  pekerjaan  xxxxxxxx  xxxxx  xxxxxx,

tempat  tinggal  di  KOTA JAMBI,  PROVINSI  JAMBI,  selanjutnya

disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT,  Tempat Tgl Lahir Purworejo, 16 September 1983,  umur 41 tahun,

NIK  1504071609820002,  agama  Islam,  pendidikan  Sekolah

Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxx  xxxx  xxxx,  alamat

KABUPATEN  BATANGHARI,  PROVINSI  JAMBI,  selanjutnya

disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan; 

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Para  Pemohon  melalui  suratnya  tertanggal  09

Desember  2024  telah  mengajukan  gugatan  dispensasi  kawin  yang  telah

terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  xxxxx  register  nomor

1161/Pdt.G/2024/PA.Jmb  tanggal  9  Desember  2024,  di  muka  persidangan

mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu

tanggal 09 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1430

H.,  yang  dicatat  oleh  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Sungai
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Bahar, Kabupaten Muaro xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah

Nomor 512/50/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan

dan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dengan  Tergugat tinggal

bersama  di  rumah  kediaman  Tergugat  di  alamat  KABUPATEN

BATANGHARI, PROVINSI JAMBI;

4. Bahwa  selama  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

melakukan  hubungan  layaknya  suami  isteri  (ba'da     dukhul  ),  dan  telah

dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:

4.1. ANAK I,  Tempat/Tanggal  lahir  xxxxxxxxx,  06 September

2010,  NIK:1504074609100002,  Pendidikan  SLTP, sampai  sekarang

anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam asuhan Tergugat

4.2. ANAK II,  Tempat/Tanggal  lahir  Batang  Hari,  08  Januari

2019, NIK:1504070801190001, Pendidikan TK, sampai sekarang anak

Penggugat dengan Tergugat sedang dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

awalnya  berjalan  rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  tahun  2019,  mulai

bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran, yang disebabkan oleh:

5.1. bahwa  Tergugat  jarang  pulang  kerumah  kediaman

bersama tanpa alasan yang jelas; 

5.2. bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat; 

5.3. bahwa Tergugat  jarang  memberi  nafkah  lahir  dan  batin

kepada Penggugat; 

5.4. bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat;

6. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat

dengan Tergugat  terjadi  sejak  bulan  April  tahun 2024,  yang  disebabkan

karena Tergugat mengatakan bahwa Penggugat hanya bermalas-malasan

dirumah  dan  tidak  menghasilkan  uang,  sehingga  terjadi  pertengkaran

antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat mengusir Penggugat
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dari  rumah  kediaman  Penggugat,  setelah  kejadian  tersebut  Penggugat

pulang kerumah kediaman orang tua Penggugat;

7. Bahwa  setelah  kejadian  tersebut,  Penggugat  dengan  Tergugat

berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 8

bulan;

8. Bahwa  selama  berpisah  tempat  tinggal,  Penggugat  dengan  Tergugat

sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama

lain,  dan  sudah  ada  upaya dari  keluarga  Penggugat  untuk  merukunkan

kembali;

9. Bahwa  Penggugat merasa  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  tetap

mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

10. Bahwa  dengan  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

sebagaimana  tersebut  diatas,  ikatan  perkawinan  antara  Penggugat  dan

Tergugat  sudah sulit  dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang

Sakinah,  Mawaddah  Warahmah sebagaimana  maksud  dan  tujuan  dari

suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa  Penggugat  sangat  mengkhawatirkan  perkembangan  anak

tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum,  Penggugat

sangat memerlukan Surat Penetapan Hak Asuh anak yang bernama ANAK

II,  Tempat/Tanggal  lahir  Batang  Hari,  08  Januari  2019,

NIK:1504070801190001, Pendidikan TK,

12. Bahwa anak  Penggugat  dan  Tergugat masih  di  bawah umur  dan

masih  sangat  membutuhkan  biaya  sejumlah  Rp.  3.000.000,-  (tiga  juta

rupiah),  oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk

memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut setiap bulan yang dibayar

Tergugat  sampai  anak-anak  tersebut  dewasa/mandiri,  dengan  kenaikan

10%  (sepuluh  persen)  sampai  dengan  20%  (dua  puluh  persen)  setiap

tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan; 

13. Bahwa sejak bulan April tahun 2024 sampai dengan Desember 2024

(8  bulan), Tergugat  tidak  lagi  memberikan  nafkah  lahir  berupa  uang

(madhiyah) kepada Penggugat, dan mengingat Tergugat bekerja sebagai

xxxxx  xxxx  xxxx dengan  penghasilan  setiap  bulan  sejumlah  Rp.  5.000.
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000,- (lima juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar

Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang harus dibayarkan sebelum

Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagai berikut :

13.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,- (dua

juta rupiah) selama 3 bulan dengan total  Rp6.000.000,-  (enam juta

Rupiah)

13.2. Mut'ah  berupa  uang  sejumlah  Rp5.000.000,-  (lima  juta

rupiah) 

14. Bahwa  untuk  menjamin  terpenuhinya  tuntutan  Penggugat  tentang

nafkah  iddah,  dan  mut’ah,  Penggugat  memohon  agar  Majelis  Hakim

memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama xxxxx  untuk  menahan  Akta

Cerai  atas  nama Tergugat  sampai  dengan  Tergugat  memenuhi  tuntutan

Penggugat;

15. Bahwa  Penggugat sanggup  membayar  seluruh  biaya  yang  timbul

akibat perkara ini;

Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas  Penggugat  memohon

kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq.  Majelis  Hakim yang memeriksa

perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sugra  Tergugat  (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan  anak  yang  bernama ANAK II,  Tempat/Tanggal  lahir  Batang

Hari, 08 Januari 2019, NIK:1504070801190001, Pendidikan TK,

berada  dalam  pengasuhan  dan  pengawasan  Penggugat  sebagai  ibu

kandung;

4. Menghukum  Tergugat  untuk  memberikan  nafkah  anak  sejumlah

Rp3.000.000,-  (tiga juta  rupiah)  setiap  bulan  sampai  anak-anak tersebut

dewasa/mandiri,  dengan kenaikan  10% (sepuluh persen) sampai dengan

20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya

kesehatan; 
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5.   Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  kepada  Penggugat  sebelum

Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa: 

5.1  Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)

selama 3 bulan dengan total Rp6.000.000,- (enam juta Rupiah)

5.2  Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)

6. Menetapkan  biaya  perkara  menurut  ketentuan  hukum  dan

perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis  Hakim yang memeriksa perkara ini  berpendapat  lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

 Bahwa,  untuk  keperluan  pemeriksaan  perkara  ini,  Penggugat  dan

Tergugat  telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa,  pada hari  persidangan yang telah ditentukan,  Penggugat  dan

Tergugat telah hadir in person di persidangan;

Bahwa dihadapan Majelis  Hakim Penggugat  menyatakan secara lisan

mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dikarenakan Penggugat

telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa atas pernyataan dan permohonan Penggugat tersebut, Tergugat

menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk

kepada  hal-hal  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  berita  acara  sidang

perkara  ini  yang  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  dengan

peneapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana yang

telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai

dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan  Agama,  maka  secara  formil  perkara  ini  merupakan  kewenangan

Pengadilan Agama;
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Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditentukan,

Penggugat dan Termohon telah datang secara inperson kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat

agar berdamai dengan Tergugat,  sebagaimana kehendak Pasal  82 ayat  (1),

dan ayat (4)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum

Islam  (KHI)  dan  atas  nasihat  Majelis  Hakim  tersebut  Penggugat  pada

persidangan  tanggal  16  Januari  2025,  di  hadapan  Mejelis  Hakim  telah

menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  271  dan  272  Rv

bahwa gugatan  dapat  dicabut  secara  sepihak  jika  perkara  belum diperiksa,

tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya,

maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat; 

Menimbang,  bahwa  dalam  Kitab  Al-Muhazzab  Juz  II  Halaman  319

disebutkan :                                                 المدعي بمطالبة ال يحكم    ول

Artinya:  Hakim tidak boleh memutuskan perkara kecuali berdasarkan kepada

tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat sendiri yang telah mengajukan

dan  menyampaikan  keinginannya  untuk  mencabut  perkaranya  dan  hal  ini

dilakukan  sebelum  jawaban  Tergugat,  maka  pencabutan  perkara  oleh

Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal-pasal dan dalil  syar’i tersebut di

atas oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan; 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah

dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai; 

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang  perkawinan,

maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan

kepada Penggugat;
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Mengingat  semua  ketentuan  hukum  yang  berlaku  yang  berkaitan

dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  nomor

1161/Pdt.G/2024/PA.Jmb;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

yang  hingga  kini  dihitung  sejumlah  Rp328.000,00  (tiga  ratus  dua  pulun

delapan ribu rupiah)  

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan pada hari  Kamis tanggal 16 Januari 2024  Masehi, bertepatan

dengan tanggal  16 Rajab 1446  Hijriah, oleh kami  Abd. Samad A. Azis, S.H

sebagai  Ketua  Majelis,  Dra.  Hj.  Ernawati,  S.H. dan  Dra.  Muliyamah,  M.H.

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam

sidang  terbuka  untuk  umum  dan  disampaikan  kepada  pihak  melalui  sistem

informasi  pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

didampingi  oleh  Hakim  Anggota  yang  sama dan  dibantu  oleh  Sri  Wahyuni,

S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Abd. Samad A. Azis, S.H

    Hakim Anggota                 Hakim Anggota

 Dra. Hj. Ernawati, S.H. Dra. Muliyamah, M.H.

Panitera Pengganti

Sri Wahyuni, S.H.I.
Perincian biaya :

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1161/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 75.000,00

-  Penggandaan: Rp      14.000,00

-  Panggilan : Rp 159.000,00

-  PNBP : Rp 30.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10.000,00  

J u m l a h : Rp 328.000,00

(tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1161/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8


